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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
rahmatnyalah, dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-
baiknya dan tepat waktu.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana
pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan
target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang
transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (oufcome), yaitu peningkatan kualitas

pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan
parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020dan dijadikan
sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
sesuai dengan dalam Peraturan Bupati No. 4 tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah,
memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus dipedomani dan dilaksanakan, yaitu:

a. Tugas pokok
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik;

2) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik;

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik;

4) pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik;

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati,

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabuapten Buleleng senantiasa berupaya untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Untuk dapat mewujudkannya maka perlu mengadakan perencanaan, perjanjian
kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.
Selain perencanaan yang matang dinas juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja
tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas

Kominfosandi Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas
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1.2

Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi
Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng

Struktur organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Kabupaten Buleleng, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan
5 (lima) bidang, yaitu: Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang
Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE, Bidang Tata
Kelola dan SDM SPBE, serta Bidang Persandian dan Statistik. Masing-masing bidang
terdiri atas 3 (tiga) buah seksi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sekretariat, terdiri atas 3 Sub Bagian, yaitu:
1) Sub Bagian Perencanaan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3) Sub Bagian Keuangan
b. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (PLIP), terdir atas 3 Seksi,
yaitu:
1) Seksi Pengelolaan Opini Publik
2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik
3) Seksi Layanan Informasi Publik
c. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri atas 3 seksi, yaitu:
1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2) Seksi Hubungan Media
3) Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik
d. Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE, terdiri atas 3 seksi, yaitu:
1) Seksi Jaringan Dan Data Center
2) Seksi Layanan Internet
3) Seksi Sistem Informasi Elektronik
e. Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE, terdiri atas 3 seksi, yaitu:
1) Seksi Tata Kelola SPBE
2) Seksi Manajemen SPBE
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3) Seksi Pengembangan SDM
f. Bidang Persandian dan Statistik, teridiri atas 3 seksi, yaitu:
1) Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian
2) Seksi Tata Kelola Persandian
3) Seksi Statistik Data Sektoral

1.3.  Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji
kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per
triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk

melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome).

Tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi adalah :

1) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi

2) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif
dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
instansi pemerintah

4) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
penyajian Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng disusun menurut sistimatika

sebagai berikut :
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Bab 1

Bab II

Bab III

: PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Dokumen
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, landasan hukum yang
digunakan untuk penyusunannya, maksud dan tujuan dari penyusunan

dokumen ini dan sistematika penulisan dokumen IKU ini.

: RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran strategis yang
ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Buleleng, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran strategis

tersebut dan target yang akan dicapai pada tahun 2020.

: PENUTUP

Pada bab ini disampaikan catatan-catan penting yang perlu mendapatkan

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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BABII
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Buleleng yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan
Tri Hita Karana” dengan misi ke-3, yaitu: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas”, maka Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan
sasaran strategis yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih
spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui
tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis),
sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
sesuai dengan isu-isu strategis yang terjadi saat ini, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang diembannya, maka disusunlah 3 (tiga) Sasaran Strategis, sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas e-government di Pemkab Buleleng

Pemerintahan yang berbasiskan elektronik, atau lebih dikenal dengan e-government
adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan
informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan ini diharapkan dapat
mendukung pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk itu pemerintah pusat melalui
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mulai tahun
2018 melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasiskan Elektronik (SPBE), yang diharapkan dapat menjadi pemicu daera-
daerah untuk menerapkan e-government dengan baik.
2. Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah informasi, sehingga
pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada
masyarakat seluas-luasnya. Begitu banyak media komunikasi yang dapat

digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut, seperti media tradisional, media
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interpersonal, media cetak, media elektronik, sampai dengan media sosial yang saat
ini berkembang dengan pesat.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada pemerintah daerah
maupun perangkat daerah lingkup Pemda, dan pemerintah wajib untuk memberikan
informasi tersebut, kecuali jika informasi yang diminta tersebut bersifat rahasia
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak, maka masyarakat dapat
mengajukan gugatan/ sengketa informasi kepada pemerintah maupun perangkat
daerah lingkupnya kepada Komisi Informasi (KI). KI kemudian akan melakukan
mediasi terkait gugatan tersebut. Jika dapat diselesaikan secara mediasi maka kasus
akan dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan persidangan.

3. Meningkatnya kualitas pengamanan data dan informasi
Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan. Data yg
baik akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik. Sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka
statistik data dasar merupakan kewengangan dari Badan Pusat Statistik (BPS),
sedangkan statistik data sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk
itu, dibutuhkan institusi yang akan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data
sektoral tersebut. data hasil pengolahan inilah yang dapat digunakan untuk menjadi
dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Kemajuan teknogi informas dan komunikasi saat ini ibarat pisau bermata dua,
dimana satu sisi memberikan kebermanfaatan yang luar biasa bagi manusia, namun
jika tidak dimanfaatkan secara bijak sana, dapat menjadi alat yang membahayakan
atau merusak kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan pengamanan
komunikasi dan informasi yang senantiasa up to date (mengikuti perkembangan
teknologi) sehingga segala ancaman yang memanfaatkan TIK mampu dihadapi
maupun diatasi, baik terhadap orang-orang penting Pemkab Buleleng, tempat-
tempat penting dan rawan milik Pemkab Buleleng, maupun kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan di Kabupaten Buleleng.

Dari Sasaran Strategis ini, disusunlah sasaran program guna mewujudkan

sasaran tersebut, yaitu:

1. Mengingkatnya kapasitas cakupan komunikasi dan informasi
Kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang ‘nyegare gunung’ atau berupa wilayah
pegunungan dan pantai, merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten
Buleleng dalam menerapkan e-government, karena jaringan komunikasi data yang

ada belum mampu mencapai seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng, khususnya di
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kantor-kantor desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah ke
masyarakat. Hingga saat ini, dari 148 desa dan kelurahan baru terdapat 69 desa dan
19 kelurahan yang terjangkau jaringan Fiber Optik (FO) milik Telkom, sedangkan
41 desa menggunakan koneksi wireless milik Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandaian Kabupaten Buleleng dan 19 desa lagi masih menggunakan modem.
Koneksi yang menggunakan modem ini yang masih menjadi persoalan saat ini,
karena tidak stabil dan rentan error sehingga dapat mengganggu pelayanan. Untuk
itu ke depan, akan diusahakan konektivitas kesembilan belas desa ini menggunakan
jaringan FO atau wireless.
Selain konektivitas antar kantor-kantor Pemerintah Daerah, kehandalan jaringan
tersebut dan ketersediaan akses internet sebagai penggerak dalam jaringan
komunikasi data menjadi faktor penting lainnya yang tidak dapat diabaikan, dan
harus mendapat perhatian serius baik dari sisi keamanan maupun stabilitasnya.

2. Terwujudnya penerapan e-Government yang berkualitas
Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini begitu pesatnya,
sehingga berbagai kajian perlu dilakukan agar penerapan e-government dapat
berjalan dengan lebih baik dan tidak ketinggalan teknologi yang dapat mengambat
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, kajian-kajian ini dibutuhkan untuk
memberikan arah yang jelas pengembangan e-government di Kabupaten Buleleng
agar tepat sasaran, tepat waktu serta efektif dan efisien dalam penganggaran.

3. Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah bidang teknologi
informasi dan komunikasi
Setinggi apapun teknologi yang digunakan dalam penerapan e-government tanpa
sumber daya manusia yang mampu untuk memanfaatkannya, maka akan menjadi
tidak optimal. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di
bidang TIK untuk dapat memanfaatkan teknologi yang digunakan sehingga
penerapan e-government dapat berjalan dengan lebih optimal.

4. Terwujudnya layanan pemerintah berbasis elektronik yang berkualitas
Penerapan e-government tidak hanya terkait dengan tatakelola pemerintahan

(intern) yang berbasiskan elektronik tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan

kepada masyarakat memanfaatkan TIK, schingga layanan terscbut dapat
dilaksanakan dengan cepat, tepat, pasti, transparan, efektif dan efisien. Hingga saat
ini telah terdapat 22 layanan langsung kepada masyarakat yang telah berbasiskan
elektronik, sehingga kedepan akan terus ditingkatkan. Dengan demikian kuantitas

dan kualitas layanan pemerintah semakin meningkat.
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5. Terwujudnya citra pemerintah daerah yang baik di mata masyarakat
Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk dapat
memeperoleh informasi yang berkembang saat ini, baik itu yang benar maupun yang
hoax, sehingga peran pemerintah dalam menyeimbangkan informasi yang beredar
agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Dengan demikian, informasi-
informasi yang hoax tersebut tidak menjadi penyebab keresahan masyarakat yang
dapat menimbulkan gangguan keamanan di mayarakat.

6. Terwujudnya pelayanan informasi publik melalui media informasi
Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang
nomor 14 tahun 2008, selain sebagai pemenuhan salahsatu hak asasi dasar manusia
Juga akan memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang telah, sedang dan
akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berbagai media komunikasi digunakan untuk ini, mulai dari media
tradisional hingga ke media internet yang berkembang saat ini, diharapkan agar
kebutuhan masyarakat akan informasi pembangunan daerah dapat terpenuhi,
sehingga tidak terjadi gugatan informasi terhadap pemerintah daerah.

7. Terwujudnya pengamanan komunikasi sandi lingkup Pemkab Buleleng yang
berkualitas
Salah satu dampak negatif dari perkembangan TIK saat ini adalah ketidakamanan
informasi, karena jika dimanfaatkan secara tidak tepat maka teknologi ini dapat
merugikan manusia. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha untuk menjaga
keamanan data dan informasi milik pemerintah, sehingga bisa mengantisipasi
bebagai kemungkinan ganggunan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan perangkat
komunikasi sandi yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
dibutuhkan.

8. Meningkatnya pemenuhan data sektoral Pemkab Buleleng yang berkualitas
Kebutuhan akan data sektoral sangatlah penting sebagai dasar pengambilan
kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan penggalian data sektoral yang
bersumber dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Buleleng. Data-data ini

selanjutnya diolah dan disajikan baik dalam bentuk dokumen maupun tersaji secara

online, sehingga dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang membutuhkan.
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2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun
secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan
sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga
menetapkan bagaimana kinerja aka diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa
menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit
kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya,
sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau
unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menggunakan
indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan
ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Berdasarkan
Tujuan strategis yang telah dijelaskan di atas, maka indikator kinerja utama Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ditetapkan sebagai berikut:

1. Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Indikator ini digunakan untuk mengukur Tujuan strategis 1, yaitu: Meningkatnya

kualitas e-government di Pemkab Buleleng. Dasar hukum penetapan indikator ini

adalah Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasiskan Elektronik. Pengukuran ini dilakukan

oleh Tim Penilai dari Kementerian PAN-RB RI, dengan tujuan:

a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah

b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE

c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah

Evaluasi SPBE ini merupakan kelanjutan dari Pemeringkatan e-Government

Indonesia (PeGI) yang pernah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI, namun tidak berlanjut semenjak tahun 2016.

2. Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar
Indikator ini digunakan untuk mengukur Sasaran strategis 2, yaitu: Meningkatnya
pelayanan informasi publik sesuai standar. Sebagaimana amanat Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan
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Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Publik untuk memberikan informasi seluas-
luasnya kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur
dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian diharapkan kebutuhan
masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan baik, dan tidak menimbulkan
kesempatan/celah bagi masyarakat yang tidak puas untuk mengajukan gugatan atau
sengketa informasi terhadap pemerintah daerah.
3. Persentase keamanan data dan informasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 3, yaitu: Meningkatnya
kualitas pengamanan data dan informasi. Dasar hukum penetapan indikator ini
adalah PERKA LEMSANEG No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Gubernur
Provinsi Bali Nomor 93 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi dapat juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat
dan pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan tidankan-tindakan pengamanan
terhadap komunikasi dan informasi, baik terhadap orang-orang penting pemerintah
daerah (VVIP), tempat-tempat penting miliki pemerintah daerah, maupun kegiatan-
kegiatan penting yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah. Sehingga
diharapkan dapat dicegah gangguan-gangguan yang berpotensi untuk mengganggu
stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Pemeritah Kabupaten Buleleng.

2.3. Target Capaian IKU Tahun 2020
Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng di tahun 2019 ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
dilakukan oleh Kementerian PAN-RB RI baru dimulai tahun 2018 ini. Namun Dinas
Kominfosandi Kabupaten Buleleng optimis Pemkab. Buleleng akan mendapatkan
nilai 3,00 dari hasil evaluasi tersebut. Untuk itu maka dibutuhkan dukungan
sejumlah program yang medukung pencapaian target ini, yaitu:
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
- Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
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- Program Pengelolaan Layanan e-Government

2. Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar
Pengukuran persentase ini dilakukan dengan membandingkan jumlah
gugatan/sengketa informasi yang diajukan masyarakat kepada pemerintah daerah/
perangkat daerah lingkup pemda yang dapat ditangani dengan baik, dibandingkan
dengan jumlah gugatan/sengketa yang diajukan dan diterima oleh Komisi Informasi
Provinsi Bali. Target capaian persentase yang diharapkan pada tahun 2020 ini adalah
100%. Untuk itu maka dibutuhkan dukungan sejumlah program yang medukung
pencapaian target ini, yaitu;
- Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
- Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

3. Persentase keamanan data dan informasi
Pengukuran tingkat keamanan data dan informasi ini dilakukan dengan membagi
jumlah kejadian ketidakamanan yang dapat ditangani dengan baik dengan jumlah
kejadian ketidakamanan yang terjadi, dikalikan dengan seratus persen. Target yang
dipasang pada tahun 2020 ini adalah 100%, atau dengan kata lain bahwa semua
kejadian ketidakamanan komuniksai dan informasi dapat ditangani dengan baik,
sehingga tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah. Untuk itu maka dibutuhkan
dukungan sejumlah program yang medukung pencapaian target ini, yaitu:
- Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk melihat secara keseluruhan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dapat

dilihat pada lampiran dokumen ini.
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BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji
rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Dinas. Dengan demikian rencana aksi
terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat
tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar
evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Dokumen Rencana Aksi atas
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah
dan para memacu seluruh komponen dalam dinas untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan
juga mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan
kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini
merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini harus dipandang
sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana

korupsi. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

‘Singaraja, 8 Januari 2020

D ¥atistik Kabupaten Buleleng

Peibina Utama Muda

AP, 19620608 198203 1 008

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng - Tahun 2020 Hal: 12




IpUBsOJUIWIOY

Iselgejunial
yiiqnd ueueAe|
1sexjijde yejwnr

Iseldajupal

ueyejupawad
|seJjsiuiwpe ueueAe|

ISeLIogu|
wa1sls Iseidany)

Isewojuj uep
iseyiunwoy Suepig
ueijij3uad uep

seulq 000°0¥0°ZTZ iseylde yejwnr - uep uejfeyduag 1| ueifeySuad weidoid
1eyesedsew [Beq
19UJ3]Ul Sasye yejwnfg -
yeiaep 1eysuesad
}auIajul sasye Yejwnf -
1JUBSOJUILLIOY JaUIaUl YIpIMpueq 12UIa1U| Sasyy
seulg 000°0ZE'88Z'T seysedey yejwnr -|ueuedeq ueelpaAuad €
ISeWw.Ioul
uep Iseyunwoy
eAep Jaquins
1juesojuiuIoy FEMITR] ueBuequaduad
seulg 000°000°0T eiep iseyjide yejunr - uep ueeuiquiad ¢
yesaep 1ey3uesad
Ny ueSupel yejwnr - esel
ISEWIoju] uep BIPSA] UBp ISEULIOU} uenjuajay
yesaep 1ey3uesad |iseyiunwoy ueduel ‘Iseyjiunwio) (394ds) uoapya;3 | ueBuap jensas Suaja|ng
1JUBSOJUILIOY yejuLawad ueSueqwsaBuad ueBuequwaduad siseqlag uelelulIaWad qejwad luawuianod
seulg 000088860t | eJjul ueBuliel yejuny - uep ueeuiquiad T wesdold| 00t 00'€ 667 66T wa1sis IB[IN - -2 eAmeyBulusin| T
(4] 14 (1] 4 6 ] L 9 S 4 3 I'4 T
qamef ueie88uy U ORI - R weidoid e e i e S efiauiy Jo1e)1pU| s|8ajens ueleses OoN
Sun8Bueuay ueje|day FELITT] S 5 >
0Z0Z NNHVL

ONITIING NILVINEYN MILSILVLS NVA NVIANVSHId ‘WAILLVINYOANI ‘ISWIINNWOX SYNIA
VIYINDI NVITNVIH3d SYLV ISHY VNYINIY

uesidwe’)




yeiaep Isejuawnyoq
ueunSuequwad 030} uep ueindijad
ISEJUAWMOP Yejwnf - Injeja yedaeq
yelaep ueun3duequad
ljuesojuILIoy ueun8uequad ISEWIOU|
seulg 0000V 6L ueindi yejwny - uesenpeqaiusd 7
yesaep
ejeS3uen ueunguequad BSSEIA| lepueis lensas yignd lepueis (ensas yijqnd
1IUBSOJUIWOY e3uis yejeleyy eped 1sewojul BIP3JA Uep IseuLioju] isewiojul ueueAejad isewjojul ueueAejad
seulq 000°095°08 ISewlIoul yejwing - uesenpeqaduad 1| eweselia) weiSoid| %00T %Sl %05 %ST ueleyjBuiuad asejuasiad - eAuzeyBuiusin| 2
JUSLWIUIBA0D
-3 Isequawajduy
1sen|eaa
uejode| yejwnr -
JUSLWIUIAA0S
-3 Isejuawajdun
ISeAOUI Yejwnf -
JUBWIUIBADD
1UBWUIBADD -2 1sejuawa)duy
uesojuILoy -2 ueSueqwaduad ueSuequwiaBuad
seulq 000°088'80F 1se|n8au yejunr - uep ueilexduag ¢
yieq ueduap
ejojy491 Sued | yeiaeq yeluuswiagd
SBuaje|ng gejwad 1wisal snjs
juesojuwoy 1wsai snys eped ueSuequiaduad
seulig 000°000°LL ujlewWwop qns yejwny - uep ueeulquad 7
JEpuUE]s |BNSDS
ejojayip yeiuawsad
ulewopqns/urewop
yejunr -
1eyepial Sueh ulewoqg JUIWUIDA0D-3
1IUBSOJUIWIOY ulewopqns/ujewop qns uep ulewogq ueueAe] ueejojaBuad
seulq 000°000°09 yejwny -| ewep ueejojpduad T wesBoid
Isewogul ISeWLIOju] Uep
UEep ISe}Iunwoy iseyjiunwoy Suepiq
1JUBSOJUIWOY i1 8uepiq Suepiq wejep Was uezeyduiuad
seulg 000°000°0S iniesede QS yejwing - Qs ueynepd T 1seyjise} weidoid
(4% 1T o1 6 g 7 9 S 4 3 [4 T
mc:“ﬂ””m_mn. ueieS8uy il ..ou!__u:._.nau_uux i weiBoid o £ z“.”.u,._m._.u e efiauny Jojeyipu| sifajenys ueseses |oN




1JUESOJUILIOY
seulqg

000°08Y'€ES

ylignd nsi isenjeaa
uep uponuow
uelode| yejwinr

qlgnd 1uido
e1eq ueyejoduad
uep ugjndwnduad T

jsewnsoju] ueuele
uep ueejojpBuad
wesSold

UESOJUILIOY
seuig

1IUBSOJUILLOY
seulq

000°088°€TC

000°0vE"S9Y

ynpueds/oyijeq
Injejew
ueysenpeqasip Sueh
ISewWwIoul yejwng
ujedngey
ueun3duequiag
ueljawieq eped
ISBWo Ul Yejwng
1jeg 1sulnosd
ueunduequad
uesawed eped
Isewriojul yejwng

eipaw 2 wupjip Sueh
aseajaJ stad yejwnr
siad edwn( injejaw
ueysenjieqasip Sueh
ISeLWIOJUI Yejwng
[e30]

leqey 1e.ns Injejpw
ISELWIO)UI Yejwnf
uaja|ng

gejwad 1wsal
|BISOS BIpaW INjEjaW
ISBWIOLU] Yejunf
prro3-qey3usja|ng
snys InjejaL
ISBLLIOJU! YEjwnf
1SIA9]31 INjeja W
ISBLLIOUI Yejwinf

olpel Injejpw
ISeULIOU] Yejwng

yelaep
ueun3ueqwad oapiA
uawmyjop yepung

Alqnd Isejiunwoy
edequa] uep
eIpa|A Isewloju]
sasye UeeipaAuad
uep ueedepiaquwad

esse BIpan
ueBuap ewesel1a)y
ueBueqwalduad €

<1

1T

1]

€

[4

gemef
gun83ueuay

ueie8suy

ueieigay J01eyIpu]

ueejga)y

wiesSoid

£'MmL

'mL

T'mL

98ie)

ef1aupy Joe)ipuj

sifajen)s ueieses

oN




yeisep

1ey3uesad /reqefod
WS PaWIsos unye
ueuewesuad yejwnp

qexjwad

IpUBS ISEYIUNWOoY
uep jsewloyu|

13UBSOJUILIOY HIjILW ISELLIOJUL WISIS ueuewesuad
seulq 000°00Z°SET ueueweduad yejwng ueejojaBuad
uelpuesiad
yesaep 1ey3uesad Buepiq NQS
13UBSOJUILIOY IpUEs ISeyIUNLIOY ueBuequwaduad
seuld 000°000°S8 INQS Yejwnfg Uep ueeuiquiad
1seurioju] 1Sojouyal ISEWLIOLUIl
yesaep jejduesad uejeejuBwWI g IseuLioul uep Iseyiunwoy
1UBSOJUILOY IpuUes [seyjunwoy uejpuesiad eAeq isesijewndo uep ISeqIuNwWoy ueueweSuad
seuiq 000°00%°'S6 ueBuel yejunr -{1aquing ueejojasuag wes8oid| %400°00T | %00'S. | %00°0S | %00°sZ ueuelweay asejuasiad -| seyjeny eAuzeySuiua| £
ISELLLIOJUI ISILLIOY
1JUBSOJUILIOY 1ensas nuequiad Agnd
seuiq 000°08Z°0ST Qild ueueAe| yejwnp -|isewoju] ueuedejad
Aqnd
ewal yexta1 Sunsdue|
ISEYIUNLIOY Yejwnf
yqnd ewsy
1e)yI3) [euosiadiaiul
Iseyjiunwioy yejwng |eloyyas
epe SueA selur] ylignd
ylgnd ewsay 1senjeas ISB}IUNWIOY BWS]
11UBSOJUILIOY uep Suuioyuow eleq ueyejoSuag
seulq 000°000°SS uesode| yejwnr uep uejndwnsuad
)e122 elpaw
injejaw uodsallp
SueA yignd nsi
ISejIUNLWOY Yejwnp
}IuoIaja elpaw
Injejow uodsallp
ueA yiqnd nsi
ISEjIUNWOY Yejwnyg - qlgnd
[ TT 01 6 8 L 9 S v £ [4 T
- _“_mwn””_ - iRy ueje|Ea) EE__!___. e uetedn wesSoig i B s ....“wemm o) S el1aupy Jojeyipu| sifajens ueieses | oN




sigaieals
1JUBsSOojuILIOY ueueweduad
seuiq JU2AS Yejwing -
si8ajens
ueueweduad
ledwal yejwunf -
[4) I 1) 6 8 Z 9 S v £ [4 T
m::nwun””ﬁ = ueiessuy S, .ouw.___.:“_uum_wuv_ i wesBoid Ll 5 Bu._m..u._m.w ot BB efiaupy JojeNipu| siajelnys ueieses | ON




